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ABSTRAK 

Riset ini menelaah keterkaitan antara penerimaan sektor tambang dan kemiskinan di 34 provinsi Indonesia 

selama 2015–2025, dengan menerapkan regresi data panel atas 374 observasi tahunan provinsi. Melalui 

rangkaian uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, model Random Effect dipilih sebagai pendekatan 

terbaik. Secara nasional, kenaikan penerimaan tambang terbukti menekan kemiskinan secara signifikan. 

Namun, data deskriptif memperlihatkan kesenjangan mencolok antarwilayah: manfaat tersebut hanya terlihat 

nyata di provinsi dengan tata kelola relatif baik, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sementara 

sebagian besar daerah penghasil tambang lain termasuk Papua dan Papua Barat belum mampu mengubah 

penerimaan menjadi penurunan kemiskinan yang berarti. Temuan ini menegaskan bahwa besaran penerimaan 

tambang saja bukan jaminan pengentasan kemiskinan, sehingga kebijakan dana bagi hasil dan hilirisasi perlu 

difokuskan pada penguatan tata kelola dan akuntabilitas fiskal daerah, bukan sekadar memperbesar nilai 

penerimaan.  

 

Kata kunci: Penerimaan Sektor Pertambangan; Kemiskinan; Resource Curse; Data Panel 

 

ABSTRACT 

This study examines the relationship between mining sector revenue and poverty across 34 Indonesian 

provinces during 2015–2025, using panel data regression based on 374 annual provincial observations. Chow, 

Hausman, and Lagrange Multiplier tests indicate that the Random Effects model is the most appropriate 

specification. The results show that, nationally, higher mining sector revenue significantly reduces poverty. 

However, descriptive evidence reveals substantial regional disparities. The poverty-reducing effect is more 

evident in provinces with relatively strong governance, such as East Kalimantan and South Kalimantan, 

whereas other mining-producing regions, including Papua and West Papua, have not effectively translated 

mining revenue into meaningful poverty reduction. These findings indicate that mining revenue alone does not 

guarantee poverty alleviation. Therefore, revenue-sharing and downstream processing policies should 

prioritize strengthening local governance and fiscal accountability rather than merely increasing mining 

revenue. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan endowment sumber daya mineral terbesar di 

dunia, dan sektor pertambangan selama satu dekade terakhir terus menjadi tulang punggung fiskal 

nasional. Subsektor mineral dan batubara tercatat menyumbang sekitar Rp2.198 triliun atau 10,5% dari 

total Produk Domestik Bruto nasional pada 2023, dengan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang melonjak dari Rp75,5 triliun (2021) menjadi Rp172,96–183,5 triliun pada 2022–2023 

(Kementerian ESDM, 2024a, 2024b). Di sisi lain, tingkat kemiskinan nasional memang menurun dari 

11,25% (2014) menjadi 8,57% pada September 2024 (BPS, (BPS, dikutip dalam Indonesiabaik.id, 

2024; Kementerian PANRB, 2025), namun penurunan tersebut sangat tidak merata secara spasial. Data 

yang dihimpun dalam penelitian ini untuk 34 provinsi periode 2015–2025 menggunakan provinsi 

sebagai unit analisis, sedangkan provinsi yang mengalami pemekaran selama periode pengamatan 

digabungkan dengan provinsi asalnya sehingga tidak dihitung sebagai unit analisis yang berdiri sendiri 

memperlihatkan paradoks yang tajam. Provinsi dengan penerimaan pertambangan tertinggi seperti 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan justru memiliki tingkat kemiskinan rata-rata relatif rendah 

(sekitar 4–6%), sementara Papua dan Papua Barat, meski memiliki penerimaan pertambangan yang 

besar, justru mencatatkan tingkat kemiskinan rata-rata tertinggi secara nasional (di atas 20%). Pola 

yang tidak konsisten dan bahkan berlawanan arah antarwilayah inilah yang menjadi fenomena empiris 

utama yang melatarbelakangi penelitian ini: apakah kekayaan sumber daya tambang benar-benar 

menjadi berkah (blessing) atau justru kutukan (curse) bagi kesejahteraan penduduk di tingkat provinsi? 

Perdebatan ini secara teoretis berakar pada hipotesis resource curse, yang dalam konteks 

Indonesia telah diuji dengan hasil yang beragam dan tidak konklusif. Hilmawan dan Clark, (2019) 

tidak menemukan bukti kutukan sumber daya pada level kabupaten di Indonesia, bahkan menemukan 

hubungan positif antara ketergantungan tambang dan pendapatan riil per kapita, sejalan dengan temuan 

Hilmawan dan Amalia, (2020) bahwa penerimaan batubara dan mineral berpengaruh positif terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sebaliknya, 

Bhattacharyya dan Resosudarmo, (2015) menemukan bahwa percepatan pertumbuhan di sektor 

pertambangan justru meningkatkan kemiskinan, sementara S. et al., (2015) mencatat dampak negatif 

sektor tambang terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa efek signifikan pada penurunan kemiskinan. 

Kerangka teori mekanisme transmisi fiskal (fiscal transmission) melalui dana bagi hasil sumber daya 
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alam dalam skema desentralisasi fiskal juga menjadi lensa penting, sebagaimana digunakan oleh 

Nurmala et al., (2025) yang menemukan bahwa dana bagi hasil tambang di Sulawesi justru berasosiasi 

dengan kenaikan kemiskinan di Sulawesi Tenggara, serta Priambodo, (2025) yang menyoroti 

keterkaitan dinamis antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kapasitas fiskal daerah. Teori 

keterkaitan sektoral (sectoral linkage) turut relevan, seperti diuraikan oleh N. dan Maswana, (2021) 

yang menunjukkan lemahnya efek pengentasan kemiskinan dari sektor sekunder termasuk tambang, 

serta Brintanti et al., (2024) yang mengusulkan pendekatan non-linear (inverted N-shape) dalam 

memahami hubungan sumber daya alam dan kemiskinan di 444 kabupaten/kota Indonesia. 

Meskipun literatur mengenai hubungan sektor tambang dan kemiskinan telah cukup 

berkembang, penelitian terdahulu memiliki keterbatasan cakupan yang signifikan. Pertama, dari sisi 

lingkup wilayah, mayoritas studi Indonesia bersifat studi kasus pada level kabupaten/kota atau 

kawasan spesifik misalnya Banua Enam di Kalimantan Selatan (Izzati, et al., 2024; Anantri, 2024), 

Papua ( (Oktasari, et al., 2020), Sumatera Selatan (Hadi, et al., 2024), East Luwu (Anwar, et al., 2024), 

serta empat provinsi penghasil nikel (Najah, 2025) sehingga generalisasi pada level nasional-provinsial 

masih terbatas. Kedua, studi berskala nasional yang ada menggunakan rentang waktu yang relatif 

usang dan belum mencakup periode hilirisasi mineral pasca-2020, seperti Hilmawan dan Clark, (2019) 

untuk 2006–2015, Bhattacharyya dan Resosudarmo, (2015) untuk 1977–2010, S., Indiastuti, dan 

Yusuf (2015) untuk 2002–2011, serta N. dan Maswana, (2021) untuk 2003–2018. Ketiga, studi 

internasional dari konteks Peru (Chavez, 2023; Bahlburg, 2023; Noriega Vidal et al., 2022), Burkina 

Faso (Bazillier dan Girard, 2020), negara-negara Eropa Tengah dan Timur (Tsaurai, 2021), serta 

Afrika sub-Sahara (Hilson, et al., 2021; Ofosu, et al., 2020; Frynas dan Buur, 2020; Konte dan Vincent, 

2020) memiliki karakteristik kelembagaan, struktur desentralisasi fiskal, dan tata kelola tambang yang 

berbeda dari Indonesia, sehingga temuannya tidak serta-merta dapat digeneralisasi. Terakhir, literatur 

tata kelola perusahaan seperti Bona et al., (2026) menunjukkan bahwa isu tanggung jawab sosial dalam 

industri ekstraktif masih banyak diteliti pada level tata kelola korporasi (firm-level governance), 

sementara hubungan langsung antara nilai riil penerimaan fiskal sektor tambang dan kesejahteraan 

sosial-ekonomi pada level provinsi secara komprehensif dan mutakhir masih menjadi research gap 

yang belum terisi. 



 

 
Astrawan & Tajuddin, 2026 
DOI: 10.37478/als.v16i02.8640 

217 

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui: (1) cakupan wilayah 

yang komprehensif mencakup seluruh 34 provinsi di Indonesia, bukan sekadar sampel kabupaten atau 

kawasan tertentu; (2) rentang waktu terpanjang dan termutakhir (2015–2025) yang mencakup periode 

pra-pandemi, pandemi, pemulihan, hingga era intensifikasi hilirisasi mineral nasional; serta (3) 

penggunaan nilai nominal riil penerimaan sektor pertambangan (bukan sekadar laju pertumbuhan atau 

kontribusi persentase PDRB sebagaimana lazim pada studi terdahulu) yang dipasangkan langsung 

dengan tingkat kemiskinan provinsi, sehingga memberikan gambaran empiris yang lebih presisi 

mengenai hubungan fiskal-kesejahteraan di level subnasional. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan bukti empiris terkini untuk 

mendukung kebijakan hilirisasi dan pengelolaan dana bagi hasil sumber daya alam yang tengah 

menjadi prioritas nasional (Kementerian ESDM, 2024a), di tengah target pemerintah mendorong 

pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada periode 2025–2029 yang sebagian bertumpu pada sektor 

ekstraktif. Ketimpangan spasial antara wilayah kaya tambang namun masih miskin khususnya Papua 

dan Papua Barat yang selama satu dekade konsisten mencatatkan kemiskinan tertinggi meski memiliki 

penerimaan tambang besar menegaskan bahwa pertumbuhan berbasis ekstraksi sumber daya belum 

tentu inklusif sejalan dengan temuan (Bhattacharyya dan Resosudarmo, 2015; N. dan Maswana, 2021). 

Tanpa pemetaan yang komprehensif dan mutakhir atas hubungan penerimaan tambang dan kemiskinan 

di seluruh provinsi, perumusan kebijakan alokasi dana bagi hasil dan strategi pengentasan kemiskinan 

berbasis wilayah berisiko keliru sasaran, sehingga penelitian ini penting untuk menyediakan basis 

bukti yang solid bagi pembuat kebijakan, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai 

resource curse hypothesis dalam konteks negara berkembang dengan sistem desentralisasi fiskal 

seperti Indonesia.  

 

II. TINJAUAN TEORITIS  

2.1 Konsep Penerimaan Sektor Pertambangan 

Penerimaan sektor pertambangan merujuk pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

berupa royalti, iuran tetap, dan dana bagi hasil sumber daya alam yang diterima provinsi penghasil 

(Nurmala, et al., 2025; Priambodo, 2025). Secara teoretis, sektor ini dijelaskan oleh teori ekonomi 

enclave (Innis, 1930; Baldwin, 1956) dan teori keterkaitan sektoral (Hirschman, 1958), yang 
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menyatakan bahwa aktivitas ekstraksi bersifat padat modal, berorientasi ekspor, dan minim keterkaitan 

dengan ekonomi domestik, serta teori negara rente (Mahdavy, 1970; Beblawi, 1987) yang menyoroti 

risiko rent-seeking pada daerah bergantung-rente. 

Bukti empiris menunjukkan hasil beragam. Hilmawan dan Clark, (2019) serta Hilmawan dan 

Amalia, (2020) menemukan efek positif tambang terhadap pendapatan dan IPM di Indonesia, 

sedangkan Izzati, et al., (2020) dan Anantri, (2024) menemukan sebaliknya di Kalimantan Selatan. Di 

Peru,  Noriega Vidal et al, (2022) dan Bahlburg, (2023) mencatat dampak positif dana bagi hasil 

tambang, sementara Chavez, (2023) menemukan penurunan kemiskinan disertai kenaikan 

ketimpangan. Studi tambang artisanal oleh Hilson et al., (2021) dan Ofosu et al., (2020) menyoroti 

kerentanan masyarakat sekitar tambang Afrika, sedangkan Bazillier dan Girard (2020) Bazillier dan 

Girard, (2020) menemukan tambang artisanal lebih menguntungkan konsumsi rumah tangga 

dibanding tambang industrial.  

2.2 Konsep Tingkat Kemiskinan 

Tingkat kemiskinan mengacu pada persentase penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan 

pendekatan kebutuhan dasar. Teori kapabilitas (Sen, 1999) memandang kemiskinan sebagai 

keterbatasan kapabilitas, bukan sekadar kekurangan pendapatan, sehingga menjelaskan mengapa 

penerimaan fiskal besar belum tentu terkonversi menjadi kesejahteraan. Teori lingkaran setan 

kemiskinan (Nurkse, 1953) menjelaskan siklus struktural rendahnya pendapatan-tabungan-investasi 

yang sulit diputus tanpa intervensi eksternal. 

Secara empiris, Bhattacharyya dan Resosudarmo, (2015) menemukan pertumbuhan sektor non-

tambang lebih efektif menurunkan kemiskinan di Indonesia dibanding sektor tambang. Brintanti, et 

al., (2024) memperkuat hal ini dengan menemukan hubungan non-linear (inverted-N) antara sumber 

daya alam dan kemiskinan pada 444 kabupaten/kota, menegaskan bahwa dampaknya tidak bersifat 

linear sederhana. 

 

2.3 Hipotesis dan Model Penelitian 

Berdasarkan sintesis di atas, arah hubungan penerimaan tambang-kemiskinan terbukti tidak 

konsisten antarwilayah dan antarwaktu, sehingga perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah 



 

 
Astrawan & Tajuddin, 2026 
DOI: 10.37478/als.v16i02.8640 

219 

penerimaan sektor pertambangan berasosiasi signifikan dengan tingkat kemiskinan provinsi di 

Indonesia. 

Berdasarkan uraian teoritis dan hipotesis penelitian, maka model dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

III. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif-eksplanatori, 

bertujuan menguji pengaruh kausal penerimaan sektor pertambangan terhadap tingkat kemiskinan 

pada level provinsi, sejalan dengan kerangka resource curse hypothesis (Sachs dan Warner, 1995, 

2001) dan teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) yang melandasi penelitian ini. Populasi adalah 

seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan teknik sensus/total sampling, diamati selama 2015–2025 (11 

tahun), membentuk data panel seimbang (balanced panel) dengan 374 observasi (34 provinsi × 11 

tahun) sebagai unit analisis provinsi-tahun. 

Data bersifat sekunder, berupa gabungan cross-section dan time-series. Data penerimaan sektor 

pertambangan bersumber dari realisasi PNBP subsektor mineral-batubara dan dana bagi hasil SDA 

pertambangan per provinsi, sedangkan data tingkat kemiskinan bersumber dari publikasi resmi Badan 

Pusat Statistik (BPS). 
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Variabel Definisi Operasional Satuan Sumber 

Penerimaan 

Sektor 

Pertambangan 

(X) 

Nilai Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari penerimaan 

sektor pertambangan dan diterima oleh pemerintah daerah provinsi 

pada setiap tahun pengamatan. Nilai penerimaan dinyatakan dalam 

satuan sesuai dengan basis data dan digunakan dalam bentuk 

logaritma natural (Ln) dalam estimasi model untuk mengurangi 

pengaruh perbedaan skala antarprovinsi. 

Rupiah 

(Rasio) 

Kementerian 

ESDM/data 

diolah 

Tingkat 

Kemiskinan (Y) 

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan resmi provinsi per 

tahun 

Persen 

(%) 

BPS 

Tabel 1. Definisi Operasional 

Penelitian menggunakan analisis regresi data panel (panel data regression), dipilih karena 

mampu mengontrol heterogenitas antarprovinsi yang tidak teramati (unobserved heterogeneity) 

sekaligus menangkap dinamika waktu, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka ekonometrika data 

panel oleh Baltagi (2021) dan Hsiao (2022), dan lazim digunakan pada studi sumber daya alam-

kemiskinan (Brintanti, et al., 2024). Spesifikasi model: 

𝑃𝑂𝑉𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 𝐿𝑛𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

di mana 𝑃𝑂𝑉𝑖𝑡= tingkat kemiskinan provinsi i tahun t; 𝐿𝑛𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡= logaritma natural penerimaan 

tambang provinsi i tahun t; 𝛼= konstanta; 𝛽= koefisien regresi yang mencerminkan arah pengaruh 

sesuai hipotesis resource curse (Sachs dan Warner, 2001) dan Dutch disease (Corden dan Neary, 

1982); 𝜀𝑖𝑡= error term. 

Model diestimasi melalui tiga alternatif Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model 

(FEM), dan Random Effect Model (REM) (Gujarati dan Porter, 2009) dengan pemilihan model terbaik 

melalui uji Chow (Chow, 1960) untuk membandingkan CEM vs FEM, uji Hausman (Hausman, 1978) 

untuk membandingkan FEM vs REM, dan uji Lagrange Multiplier (Breusch dan Pagan, 1980) untuk 

membandingkan CEM vs REM bila diperlukan. 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t pada taraf signifikansi α = 5% (H1 diterima jika p < 

0,05) dan uji koefisien determinasi (R²) untuk mengukur besaran variasi kemiskinan yang dijelaskan 

oleh penerimaan tambang. Pengolahan data dilakukan menggunakan EViews 12, sebagaimana lazim 

pada studi ekonometrika panel regional Indonesia (Hilmawan dan Amalia, 2020; Priambodo, 2025). 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan dalam dua bentuk, yaitu diagram batang 

untuk menggambarkan pola distribusi penerimaan sektor pertambangan dan tingkat kemiskinan 

antarprovinsi secara visual, serta statistik deskriptif yang meliputi nilai rata-rata (mean), nilai 

minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik 

dan variasi data penelitian. Penyajian kedua bentuk analisis tersebut bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi data sebelum dilakukan analisis regresi data 

panel. 

 

Gambar 2. Penerimaan Sektor Pertambangan Dan Tingkat Kemiskinan: Bukti Empiris Dari Provinsi Di 

Indonesia 

Sumber: Data Sekunder diolah dengan Program Excel 21, 2026 
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Statistik Penerimaan Sektor Pertambangan Tingkat Kemiskinan 

Mean 2504.396 10.393 

Median 2547.500 8.800 

Maximum 2949.000 28.540 

Minimum 1875.000 3.420 

Standard Deviation 217.323 5.441 

Skewness -0.473 1.160 

Kurtosis 2.874 4.102 

Jarque–Bera 14.194 102.880 

Probability 0.0008 0.0000 

Observations 374 374 

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Sumber: Data Sekunder diolah dengan Program Eviews 12, 2026 

 

Pada tahap penyajian data deskriptif, penerimaan fiskal daerah dari sektor pertambangan 

ditampilkan dalam nilai observasi aslinya dan belum ditransformasikan ke dalam logaritma natural 

(Ln). Transformasi Ln baru diterapkan pada variabel penerimaan fiskal daerah dari sektor 

pertambangan pada tahap estimasi model regresi. Hal ini dilakukan agar penyajian kondisi empiris dan 

statistik deskriptif tetap merepresentasikan nilai penerimaan dalam satuan aslinya, sedangkan 

transformasi pada tahap estimasi digunakan untuk mengurangi perbedaan skala antarprovinsi yang 

relatif besar. 

Data pada gambar 1. memperlihatkan pola yang jauh dari seragam antara penerimaan tambang 

dan capaian kesejahteraan provinsi. Kalimantan Timur, dengan rata-rata penerimaan tertinggi sebesar 

Rp4.864,3 miliar, justru mencatat kemiskinan rendah di angka 5,98%; pola serupa terlihat di 

Kalimantan Selatan (Rp1.767,5 miliar, kemiskinan 4,43%) dan Riau (Rp1.389,2 miliar, kemiskinan 

7,26%). Namun arah berbeda muncul di Papua, yang tetap mencatat kemiskinan tertinggi nasional 

sebesar 25,53% meski penerimaannya mencapai Rp1.096,7 miliar, disusul Papua Barat (penerimaan 

Rp987,8 miliar, kemiskinan 20,90%). Bahkan provinsi dengan penerimaan jauh lebih kecil seperti 

Sumatera Selatan (Rp919,2 miliar) dan Sulawesi Tengah (Rp244,0 miliar) masih mencatat kemiskinan 

dua digit, masing-masing 12,36% dan 12,97%. Ketimpangan ini menegaskan bahwa besarnya 

penerimaan ekstraktif tidak otomatis menekan kemiskinan, karena hasilnya sangat bergantung pada 

bagaimana daerah mendistribusikan dan mengonversi pendapatan tersebut menjadi manfaat langsung 

bagi masyarakat. 
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Karakteristik statistik memperkuat gambaran ini. Penerimaan tambang memiliki rata-rata 

2.504,396 dengan rentang 1.875–2.949 dan deviasi standar 217,323, menunjukkan sebaran yang relatif 

simetris antarprovinsi. Sebaliknya, tingkat kemiskinan memiliki rata-rata 10,39% namun rentangnya 

jauh lebih lebar, dari 3,42% hingga 28,54%, dengan skewness 1,160 yang menandakan distribusi 

menceng ke kanan akibat sekelompok kecil provinsi didominasi wilayah kaya tambang seperti Papua 

dan Papua Barat yang menyeret data ke nilai kemiskinan ekstrem. Pola ini mengindikasikan bahwa 

faktor penentu bukan semata besaran penerimaan, melainkan kapasitas tata kelola dan efektivitas 

belanja daerah dalam mengubah pendapatan tambang menjadi kesejahteraan nyata, sehingga 

diperlukan pengujian regresi data panel untuk memastikan kekuatan hubungan tersebut secara lebih 

sistematis. 

 

4.1.2 Estimasi Pemilihan Model. 

Penentuan model regresi data panel dilakukan untuk memperoleh model estimasi yang paling 

sesuai dengan karakteristik data penelitian. Hasil pemilihan model disajikan pada tabel 3. 

Pengujian Statistik Uji Probabilitas Keputusan Model Terpilih 

Chow Test F = 139.760 0.0000 H0 ditolak Fixed Effect Model 

Hausman Test Chi-Square = 0.196 0.6576 H0 diterima Random Effect Model 

Lagrange Multiplier (Breusch–Pagan) LM = 1595.114 0.0000 H0 ditolak Random Effect Model 

Tabel 3. Hasil Pengujian Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Sumber: Data Sekunder diolah dengan Program Eviews 12, 2026 

Berdasarkan Tabel 3, hasil Chow Test menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 (< 0,05), 

sehingga Fixed Effect Model (FEM) lebih baik dibandingkan Common Effect Model (CEM). 

Selanjutnya, Hausman Test menghasilkan nilai probabilitas 0,6576 (> 0,05), sehingga Random Effect 

Model (REM) lebih tepat dibandingkan Fixed Effect Model (FEM). Hasil tersebut diperkuat oleh 

Lagrange Multiplier Test dengan nilai probabilitas 0,0000 (< 0,05), yang menunjukkan bahwa Random 

Effect Model (REM) lebih sesuai dibandingkan Common Effect Model (CEM). Oleh karena itu, model 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Lebih lanjut, karena model 

terbaik yang terpilih adalah Random Effect Model (REM), maka pengujian asumsi klasik tidak 

diperlukan, sebab estimasi REM menggunakan pendekatan Generalized Least Squares (GLS) yang 

mampu mengakomodasi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi sehingga menghasilkan 
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estimator yang efisien (Gujarati dan Porter, 2009; Baltagi, 2021; Astrawan dan Meirizki, 2026; 

Astrawan et al. 2026). 

 
4.1.3 Analisis Regresi Data Panel 

Setelah model terbaik ditetapkan melalui tahapan pemilihan model, selanjutnya dilakukan 

estimasi regresi data panel menggunakan Random Effect Model (REM) untuk menganalisis pengaruh 

penerimaan sektor pertambangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil estimasi model 

regresi data panel disajikan pada Tabel 4. 

Variabel Koefisien Std. Error t-Statistik p-value 

Konstanta (C) 14.4311 1.8876 7.6450 0.0000 

Penerimaan Sektor Pertambangan -0.001613 0.000753 -2.1412 0.0330 

Statistik Model 
    

R-squared 0.9327 
   

Adjusted R-squared 0.9260 
   

F-statistic 138.2083 
   

Prob. (F-statistic) 0.0000 
   

Durbin–Watson Statistic 1.8226 
   

Observasi (N) 374 
   

Tabel 4. Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel 

Sumber: Data Sekunder diolah dengan Program Eviews 12, 2026 

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

𝑃𝑂𝑉𝑖𝑡 = 14,4311 − 0,001613𝐿𝑛𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

dengan POV merupakan tingkat kemiskinan, LnREV adalah penerimaan sektor pertambangan yang 

telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln), α merupakan konstanta, β adalah 

koefisien regresi, dan ε adalah komponen galat (error term). 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel LnREV memiliki koefisien sebesar -0,001613, 

dengan nilai t-statistik sebesar -2,1412 dan p-value sebesar 0,0330 (<0,05). Hasil ini menunjukkan 

bahwa penerimaan sektor pertambangan berasosiasi negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan. 

Koefisien negatif mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan sektor pertambangan cenderung 

diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, sehingga semakin besar penerimaan yang diperoleh 

pemerintah dari sektor pertambangan, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pembiayaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas 

pelayanan publik, serta program-program pengentasan kemiskinan. 
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Selain itu, nilai R-squared sebesar 0,9327 menunjukkan bahwa 93,27% variasi tingkat 

kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi penerimaan sektor pertambangan, sedangkan 6,73% sisanya 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Nilai Prob. (F-statistic) sebesar 0,0000 

mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan sehingga layak digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara penerimaan sektor pertambangan dan tingkat kemiskinan. Estimasi 

model dilakukan berdasarkan 374 observasi yang mencakup 34 provinsi selama periode 2015–2025. 

 

4.2 Pembahasan  

Koefisien LnREV sebesar -0,001613 (p = 0,0330) mengonfirmasi asosiasi negatif antara 

penerimaan tambang dan kemiskinan pada level agregat, dengan daya jelas model mencapai 93,27%. 

Akan tetapi, angka ini menyimpan ironi karena ia hanyalah rerata nasional yang menutupi fakta bahwa 

Papua dan Papua Barat, dua provinsi dengan penerimaan tambang besar, tetap terjebak pada 

kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menandakan skema dana bagi hasil (DBH) yang 

diterapkan seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas kelembagaan daerah telah gagal menyasar 

akar persoalan. Orientasi kebijakan yang masih berkutat pada besaran penerimaan, tanpa mekanisme 

akuntabilitas yang memastikan dana tersebut terkonversi menjadi belanja produktif, membuat 

sejumlah daerah tertinggal bukan karena minim sumber daya fiskal, melainkan karena lemahnya 

pengawasan dan tata kelola anggaran. 

Temuan ini menggugat optimisme teori keterkaitan sektoral (Hirschman, 1958) yang 

mengasumsikan sektor unggulan otomatis menyeret pertumbuhan sektor lain di sekitarnya, sementara 

realitas di Papua justru memperlihatkan keterkaitan itu tak pernah terbentuk, sehingga tambang 

berjalan layaknya sektor enclave sebagaimana diperingatkan Innis, (1930) dan Baldwin (1956) yaitu 

aktivitas padat modal, berorientasi ekspor, dan minim sentuhan pada ekonomi lokal. Ketimpangan 

hasil ini juga mengonfirmasi kekhawatiran teori negara rente (Mahdavy, 1970; Beblawi, 1987) bahwa 

derasnya rente sumber daya rawan disalahgunakan untuk kepentingan elite ketimbang pembangunan. 

Sementara itu, teori kapabilitas (Sen, 1999) menjelaskan mengapa dana besar tak otomatis mengangkat 

kesejahteraan, sebab kemiskinan adalah soal keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang 
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ekonomi, bukan semata kekurangan anggaran, kondisi yang menjerat daerah tambang miskin dalam 

lingkaran setan kemiskinan (Nurkse, 1953) yang tak kunjung putus tanpa pembenahan kelembagaan. 

Hasil ini selaras dengan Hilmawan dan Clark, (2019) serta  Hilmawan dan Amalia, (2020) yang 

mencatat manfaat tambang hanya nyata di provinsi tertentu seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Timur, membuktikan efek positif tambang bersifat kondisional, bukan berlaku umum. Namun temuan 

ini juga membantah Izzati, et al., (2024) serta Anantri, (2024) yang menemukan pola sebaliknya di 

kawasan yang sama, menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola tidak bisa digeneralisasi bahkan pada 

wilayah bereputasi baik sekalipun. Pola serupa muncul dari Nurmala, et al., (2025) yang mendapati 

DBH tambang di Sulawesi justru menaikkan kemiskinan di Sulawesi Tenggara, bukti nyata bahwa 

desentralisasi fiskal bisa berbalik arah tanpa kapasitas kelembagaan memadai, sejalan dengan 

peringatan Priambodo, (2025) soal rapuhnya keterkaitan pertumbuhan-kemiskinan-fiskal daerah. 

Kritik ini dipertegas Bhattacharyya dan Resosudarmo, (2015) yang menunjukkan sektor non-tambang 

justru lebih ampuh menekan kemiskinan, serta Brintanti, et al., (2024) yang membuktikan hubungan 

sumber daya alam-kemiskinan bersifat non-linear, menampar asumsi kebijakan yang masih 

memandang kenaikan penerimaan sebagai obat tunggal bagi kemiskinan di daerah tambang. 

  

V. KESIMPULAN  

Riset ini mengungkap bahwa besarnya penerimaan sektor pertambangan bukanlah jaminan 

tunggal bagi turunnya kemiskinan di tingkat provinsi, melainkan sekadar prasyarat yang baru 

bermakna apabila diiringi kapasitas tata kelola daerah yang mumpuni. Secara keilmuan, temuan ini 

memperkaya kerangka resource curse dengan menegaskan bahwa faktor penentu keberhasilan bukan 

volume rente yang mengalir, melainkan kualitas kelembagaan yang mengelolanya, sekaligus menjadi 

peringatan bagi disiplin ekonomi pembangunan agar tidak lagi memandang penerimaan fiskal daerah 

sebagai ukuran tunggal kemajuan wilayah. Bagi pemangku kebijakan di daerah penghasil tambang, 

terutama Papua dan Papua Barat, temuan ini mendesak perlunya reformasi skema dana bagi hasil yang 

tidak sekadar menambah pagu transfer, tetapi disertai penguatan pengawasan anggaran, transparansi 

belanja publik, dan penciptaan keterkaitan nyata antara aktivitas ekstraktif dengan ekonomi lokal agar 

rente tambang benar-benar menetes ke masyarakat sekitar. Untuk penelitian mendatang, disarankan 

memasukkan variabel moderasi seperti indeks tata kelola daerah atau kualitas belanja publik guna 
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menguji secara langsung mengapa efektivitas penerimaan tambang berbeda tajam antarwilayah, 

sekaligus memperluas periode pengamatan agar dapat menangkap dampak jangka panjang kebijakan 

hilirisasi mineral terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan penghasil sumber daya alam.  
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